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ABSTRAK 

 Peraturan tentang batas minimal usia perkawinan yang baru di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1). Berdasarkan 

Pasal tersebut pria dan wanita hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah 

mencapai usia 19 tahun. Fenomena perkawinan di bawah umur setelah pembaharuan 

undang-undang batas minimal usia perkawinan mengalami kenaikan pada tahun 2017 

hingga 2019 hanya 8 kasus setelah berlaku pada tahun 2020  hingga 2021 berjumlah 

17 kasus di KUA Kecamatan Pejagoan. Penelitian mengenai implementasi undang-

undang batas minimal usia perkawinan sangat diperlukan karena untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut apakah berjalan baik atau belum. 

Penelitian ini juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan 

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan. 

 Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yang datanya 

didapatkan dari sumber data yang ada di lapangan sebagai objek penelitiannya. Sifat 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang 

mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada di KUA Kecamatan Pejagoan, 

sehingga mampu menjawab persoalan yang ada dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Pendekatan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. Adapun metode penambilan data di lapangan menggunakan metode 

wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, tokoh masyarakat, dan pelaku 

pernikahan dini dan sebagai pelengkap data menggunakan dokumen yang ada seperti 

buku, jurnal, dan skripsi yang tidak ada di lapangan. 

Hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

Pasal 7 Ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan  

terbagi menjadi dua. Pertama, implementasi undang-undang batas minimal usia 

perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan sudah berjalan sesuai dengan pedoman 

perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih belum 

efektif karena pernikahan dini di KUA Kecamatan Pejagoan mengalami kenaikan 

setelah pemberlakuan undang-undang tersebut. Kedua, pemberlakuan undang-undang 

batas usia minimal perkawinan yang baru berdampak pada permintaaan pernikahan 

dini di KUA Kecamatan Pejagoan yang meningkat dan adanya respon negatif dari 

masyarakat berupa protes tidak setuju atas pemberlakuan undang-undang batas 

minimal usia perkawinan yang baru. 

Kata Kunci : Implementasi, perkawinan, batas minimal usia
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MOTTO 

 

Berbuatlah tanpa tapi-tapi. 

Lakukanlah tanpa nanti-nanti. 

(Ayahanda) 

 

Yang direncanakan dan diberikan Allah SWT. 

 akan jauh lebih baik untuk kita,  

tetap berusaha semaksimal yang kita bisa
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Nikah 

(kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi 

(mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal 

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.
2
 

Perkawinan sendiri merupakan sunatullah, dengan ketentuan yang ada 

Allah menciptakan yang ada di bumi secara berpasang-pasang agar semua 

makhluk selalu mengingat akan kebesaran Allah. Firman Allah: 

3شوجيه لعلكم تركسون خلقىا ومه كل شىء
 

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas 

minimal usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia 

minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan yang diasumsikan

                                                           
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2. 

2
M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari 

Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind Hilco, 1990), hlm. 1. 

3
Aż-Żāriyat (51) : 49. 



2 
 

 
 

memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an 

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah 

orang yang sudah siap dan mampu.
1
  Allah berfirman: 

2وليستعفف الريه لايجدون وكاحاحتى يغىيهم الله مه فضله
 

 Dalam wacana fikih dikenal istilah balig, yang dimaknai sebuah masa 

dimana seseorang mulai dibebani dengan hukum syara‟. Dengan kata lain, 

seorang yang sudah balig akan dikenai hukum syara‟ dengan  ketentuan 

seorang tersebut berakal dan mengerti hukum tersebut. Ulama fikih sepakat 

bahwa balig dan berakal menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. 

Terdapat ayat al-Qur’an yang memiliki korelasi dengan usia balig 
3
, firman 

Allah:  

حتى إذا بلغىا الىكاح فإن اوستم مىهم زشدا فادفعىا إليهم  وابتلىا اليتامى

4امىالهم
 

Namun, menurut para fukaha ayat di atas tidak dijadikan dasar untuk 

menetapkan adanya usia perkawinan. Dalam hal ini karena ayat di atas tidak 

                                                           

1
Edi Yuhermansyah, dkk, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah 

Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)”, Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan 

Hukum Islam, Volume 2 Nomor. 2. Tahun 2018, hlm. 486. 

2
An-Nūr (24) : 33. 

3
Dedi Supriadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi), 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 59. 

4
An-Nisā (4) : 6. 
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bicara usia perkawinan, bahkan fokusnya kepada muamalah yaitu mengenai 

penyerahan harta anak yatim yang semula diurus oleh walinya. Dalam kajian 

ilmu fikih, usia merupakan faktor yang penting dalam kelangsungan sebuah 

perkawinan. Dikarenakan fikih menentukan sikap seseorang apabila sudah 

balig atau telah dewasa, seorang akan dituntut untuk mampu membedakan 

mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk dalam bersikap.  

Peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia pada awalnya 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1). 

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) 

yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun.” memungkinkan terjadinya pernikahan dini pada anak 

perempuan karena dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak 

didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5
 Sehingga 

walaupun sudah mencapai usia 16 tahun, seorang masih dikatakan anak dan 

                                                           

5
Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”, Jurnal As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, 

Nomor. 1. Agustus 2020, hlm. 41. 
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belum dikatakan dewasa, sedangkan dewasa akan menentukan kematangan 

seseorang dalam bertindak dalam berhubungan kepada sesama manusia..  

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang termuat 

dalam Pasal 1 Ayat (1) tentang kategori anak. Seseorang yang belum berusia 

18 tahun, termasuk kategori anak dalam kandungan.
6
 Berawal dari perubahan 

undang-undang perlindungan anak tersebut, maka perlu adanya penyesuaian 

dari ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku di Indonesia sudah hampir 

45 tahun akan tetapi tidak pernah mengalami perubahan. Dengan adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi pada tanggal 14 Oktober 2019 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan yang disahkan oleh 

Presiden Joko Widodo di Jakarta. Peristiwa tersebut akan berdampak besar 

bagi masyarakat dan juga menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam 

yang mengatur tentang usia perkawinan di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang 

mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Dalam Undang-Undang 

                                                           

6
Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-

Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78. 
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Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan 

wanita 16 tahun, setelah adanya revisi yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan pria 19 tahun dan 

wanita menjadi 19 tahun. Apabila terdapat calon mempelai yang usianya 

masih di bawah usia 19 tahun maka harus disertai dispensasi  perkawinan 

dengan meminta kepada pihak Pengadilan Agama. 

Perubahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dilatar belakangi 

oleh beberapa hal. Adanya unsur diskriminasi antara kaum laki-laki dan 

perempuan yang dapat merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan 

reproduksi, dan keselamatan jiwa. Hal penting yang perlu dipertimbangkan 

sebelum melaksanakan pernikahan yaitu kesiapan fisik dan psikis, karena hal 

tersebut merupakan modal utama dalam berumah tangga. Sedangkan 

seseorang dengan usia 16 tahun masih dianggap belum memiliki kesiapan 

secara psikis.
7
 

Fenomena pernikahan dini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat 

Indonesia dan cukup menarik perhatian di berbagai kalangan, khususnya di 

kalangan masyarakat setempat di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen 

angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Melihat dari data di lapangan, 

pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pejagoan semakin tahun 

semakin meningkat. Berikut rincian data pernikahan dini: 

                                                           

7
Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda 

Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 9. 
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Gambar 1 

Grafik pernikahan di KUA Kecamatan Pejagoan 5 (lima) tahun 

terakhir 2017 sampai 2021
8

 

 

Dari adanya permohonan yang cukup meningkat akibat pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawina di KUA 

Pejagoan membuat ketertarikan peneliti untuk meneliti akibat dari adanya 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan 

Pejagoan. Selain itu menurut  riset yang sudah ada, pernikahan dini dilandasi 

berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada 

                                                           

8
Dokumentasi KUA Kecamatan Pejagoan, 27 Juli 2021. 
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anak remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi.
9
 Dampak yang 

ditimbulkan dari pernikahan dini beragam adanya terutama bagi para 

pelakunya. Dengan kata lain lebih banyak muḍarat daripada manfaat yang 

diperoleh. 

Untuk mengantisipasinya pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang 

berkaitan dengan usia perkawinan. Peraturan baru tersebut termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang isinya 

mengatur pria dan wanita diizinkan menikah apabila telah mencapai usia 19 

tahun. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul : “Permasalahan 

Dalam Implementasi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti, maka 

dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen? 

                                                           

9
Reni Kartikawati Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda 

Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 12. 
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2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten 

Kebumen? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Menjelaskan sejauh mana pelaksanaan serta permasalahan dalam 

pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. 

b. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan setelah pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan 

Pejagoan Kabupaten Kebumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan, harus terdapat  kegunaan. Adapun 

kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan serta wawasan terkait perubahan Pasal 7 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang 
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Nomor 16 Tahun 2019. Serta dapat berguna untuk peneliti 

selanjutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi. 

b. Praktis   

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi 

atau bahan pertimbangan untuk beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan dengan adanya perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019.  

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pengamatan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini 

ada beberapa karya yang lebih dahulu meneliti tentang implementasi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 serta karya yang lebih dahulu meneliti mengenai 

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun beberapa 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nesya Kharisma dengan judul 

“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan”,
10

 pada tahun 2018  yang 

menghasilkan kesimpulan bagaimana proses pelaksanaan undang-undang 

                                                           
10

Nesya Kharisma, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan 

Denai Kota Medan,” Skripsi Universitas Muhammadiah Sumatera Utara (2018). 
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perkawinan. Adapun hasil dari penelitian tersebut pertama, adanya proses 

penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

Kementrian Agama. Kedua, adanya perilaku/sikap yang bertanggung jawab 

dari Kantor Urusan Agama terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan 

publik yaitu dengan cara mengawasi langsung perkawinan dan memberikan 

arahan berupa apa saja persyaratan dalam melangsungkan perkawinan kepada 

calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan khususnya 

pernikahan dini. Ketiga, adanya dukungan sumber daya yang diberikan 

pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Keempat, adanya pedoman atau 

aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dalam hal ini 

pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sudah diterapkan di 

Kantor Urusan Agama ini dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam 

pelaksanaan pedoman pernikahan dini di Kantor Urusan Agama.   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Boga Kharisma mahasiswa 

Universitas Lampung yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal 

dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
11

 

pada tahun 2017, yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada tiga tujuan 

pembatasan usia menikah adalah yang pertama menghapus kekaburan 

penafsiran batas minimal usia menikah, baik dalam hukum adat maupun 

                                                           

11
Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU 

Nomor 1 Tahun 1974,” Skripsi Universitas Lampung (2017). 
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hukum Islam. Kedua mengatasi masalah kependudukan. Ketiga yaitu untuk 

melakukan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi wanita. Batas 

minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 

Ayat 1 Tahun 1974 disebutkan batas minimal usia perkawinan untuk pria 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan untuk pihak perempuan sudah 

mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun. 

Ketiga, artikel Khathrine Candra Dewi, Agung Basuki Prasetyo, dan Tri 

Laksmi Indreswari mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang berjudul 

“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

terhadap pernikahan dini di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang”.
12

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan pernikahan dini, serta implementasi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pernikahan dini di 

Desa Manggihan, Getasan, Semarang. Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinanya 

pernikahan dini  di Desa Manggihan ialah faktor pendidikan, ekonomi, dan 

                                                           

12
Khathrine Candra Dewi, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Terhadap Pernikahan Dini di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang”, Jurnal Diponegoro Law Juornal,Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 1-11. 
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budaya. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa ada beberapa akibat 

yang bisa terjadi dengan adanya pernikahan dini terutama bagi anak yang 

dilahirkan. Di daerah setempat implementasi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 sudah diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang 

efektif, hal tersebut dibebabkan kurangnya kesadaran masyarakat setemat 

mengenai arti penting perkawinan.  

Keempat, artikel Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib 

mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berjudul 

“Efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”.
13

 Melalui metode kualitatif 

peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan apa faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini 19 tahun bagi 

perempuan di di Kabupaten Pohuwato. Adapun kesimpulan yang yang 

diperoleh dalam penelitian tersebut adalah efektifitas dari Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia perkawinan bagi perempuan 

menjadi 19 tahun tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato yang 

                                                           

13
Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwoto”, Jurnal As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, 

Nomor. 1. Agustus 2020, hlm. 38-54. 
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disebabkan dari 50% perkawinan perempuan di bawah usia 19 tahun dan 

didukung dengan pengabulan perkara dispensasi hampir 10%. Faktor yang 

meninjau pelaksanaan perkawinan di bawah 19 tahun bagi perempuan adalah 

kehendak dari diri sendiri, faktor lingkungan , serta faktor pergaulan. 

Kelima, artikel Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan 

Warkum Sumitro mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul “Efektifitas 

pembatasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan”.
14

 Kesimpulan dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan dalam peraturan 

perundangan masih belum efektif sehingga angka pernikahan dini masih 

sangat tinggi. Adapun beberapa alasan dari pernikahan dini yaitu budaya 

perjodohan, ketakutan orang tua dengan anak yang berpacaran, dan terjadinya 

kehamilan diluar pernikahan. 

Keenam, artikel Samsul Hadi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul “Putusan MK Nomor.22 /PUU-XV /2017 tentang permohonan 

Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia 

perkawinan dalam Perspektif Maslahah”
15

. Jurnal ini menjelaskan tentang isi 

dari putusan MK Nomor. 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan uji 

                                                           

14
Musyarrofa Rahmawati, dkk, “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 1, 2018, hlm. 100-105. 

15
Samsul Hadi, “Putusan MK Nomor.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial 

Review Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif 

Maslahah”, Jurnal Al-Ahwāl, Vol. 11, Nomor. 2, 2018, hlm. 174-183. 
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materiil Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

sudah diterima. Putusan MK merupakan keputusan yang tidak hanya 

memberikan rasa keadilan bagi para pemohon yang berjuang untuk 

meniadakan perkawinan dini, akan tetapi putusan tersebut membawa manfaat 

yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Putusan tersebut dianggap 

dapat menghilangkan diskriminasi laki-laki dan perempuan didepan hukum, 

serta dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi kematangan calon 

mempelai dari berbagai bidang (kognitif, psikologis, biologis, dan ekonomi). 

Hal ini sesuai dengan tujuan syari’at Islam untuk merealisasikan kemaslahatan 

dan menghindarkan kemudaratan, yang maksudnya ialah meningkatkan usia 

perkawinan bagi perempuan sebagai usaha dalam menyelamatkan perkawinan 

sebagai pelaksanaan perintah agama dan ketentuan Negara. 

Dari beberapa hasil penelitian jurnal, skripsi, dan tesis terdapat kesamaan 

yakni membahas peraturan perundang-undangan tentang batas minimal usia 

perkawinan. Adapun pembeda dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni meneliti fenomena pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang ada di wilayah KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten 

Kebumen.  

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori memiliki fungsi untuk menjelaskan proposisi yang 

berkaitan dengan fenomena alamiah, dan terdiri atas interaksi dari hubungan-



15 
 

 
 

hubungan yang dapat diamati, diukur, dan menduga sehingga dapat 

menyimpulkan fakta-fakta empiris secara langsung.
16

 

Peraturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan pada 

tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.
17

 Selang satu tahun kemudian lahir 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Presiden tersebut menjadi 

pedoman untuk pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dalam penelitian ini 

teori yang digunakan menggunakan teori implementasi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti 

pelaksanaan atau penerapan. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris 

“to implement”. Dalam kamus besar Webster, “to implement” 

(mengimplementasikan) berarti “to provide the means for carrying out” 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan “to give practical 

effect to” (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Secara 

                                                           

16
Teguh Anshori, “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di 

DP3APPKB Kabupaten Karanganyar,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2019), hlm. 14. 

17
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2017), hlm. 6. 
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umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang 

telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
18

  

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum, berpendapat bahwa 

implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas , aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
19

  

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi  adalah kegiatan untuk 

mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan 

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya 

untuk mewujudkan kebijakan.
20

 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam 

Oxford Advance Leamers Dictionary dikemukakan bahwa implementasi 

                                                           

18
Nesya Kharisma, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan 

Denai Kota Medan,” Skripsi Universitas Muhammadiah Sumatera Utara (2018), hlm. 10. 

19
 Nurdin Usman, Implementasi/Pelaksanaan Berbasis Kurikulum, (Jakarta: MIZAN, 2012), 

hlm. 21. 

20
Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21. 
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adalah “put something into effect”, (penerapan sesuatu yang memberikan 

dampak atau efek).
21

  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan peraturan atau kebijakan 

yang terencana sehingga memberikan dampak atau akibat. Implementasi  

memiliki sifat dinamis dalam aktivitasnya dan menetapkan tujuan peraturan 

atau kebijakan, sehingga hasil dari aktivitas tersebut sesuai dengan sasaran 

peraturan atau kebijakan tersebut. Teori implementasi ini dapat digunakan 

dalam penelitian ini karena setiap perundang-undangan memerlukan aksi 

nyata dalam pelaksanaannya sudahkan sesuai dengan tujuan peraturaturan 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian di KUA Kecamatan Pejagoan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengambil data di lapangan (field).
22

 Sehingga 

data yang di kumpulkan merupakan data yang ada di lapangan sebagai 

objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menelusuri dan menggali 

                                                           

21
Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 93. 

22
Slamet Riyanto dan Aglis Andhita, Metode Riset Penelitian Kuantitatif, Penelitian di 

Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020), 

hlm. 4. 
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data di KUA Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Mengetahui 

permasalahan dalam implementasi  ketentuan batas minimal usia 

perkawinan serta fungsi dan peran KUA Kecamatan Pejagoan, Kebumen 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu bentuk penelitian yang 

mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada, baik peristiwa alamiah 

maupun buatan manusia sehingga mampu menjawab persoalan yang ada 

dirumuskan dalam perumusan masalah.
23

 Penelitian ini tentunya dengan 

data dan fakta yang ada di KUA Kecamatan Pejagoan sehingga 

diharapkan mampu memberikan gambaran masyarakat atau suatu 

fenomena yang mucul kemudian dilakukan analisis dari adanya fenomena 

di masyarakat sekitar. 

3. Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan 

metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud 

menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian data 

tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga menuju pada 

                                                           

23
Soerjonomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50. 
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penyelesaian masalah.
24

 Dengan metode ini peneliti mengkaji pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan 

serta mendapatkan fakta langsung yang ada di masyarakat, sehingga data 

tersebut dapat di analisis untuk menyelesaikan permasalahan 

implementasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penyusun mengumpulkan informasi 

melalui data-data yang berkaitan dengan objek kajian pada penelitian. 

a. Data primer 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih beratap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
25

 Peneliti dalam hal ini mengadakan 

wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pejagoan, tokoh 

masyarakat dan pelaku pernikahan dini. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

                                                           

24
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.  

15-16. 

25
Cholid Narbuka, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal hal atau 

variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.
26

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang 

berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data primer yang 

tidak ditemukan di lapangan, bahan-bahan laporan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pejagoan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah metode kepustakaan yang didapatkan dari buku, 

jurnal, maupun sumber naskah lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini.
27

 Data yang telah diperoleh merupakan data sekunder dan 

digunakan sebagai pendukung dalam analisis data. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pancarian dan pengaturan sistematika hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

                                                           

26
Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembilan, (Jakarta: 

Rineka Cipta 1993), hlm. 234.  

27
Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, cetakan ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 

174. 
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memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
28

 Penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif yaitu peneliti  mendapatkan data 

penelitian langsung dari pengamatan di lapangan, wawancara, dokumen, 

gambar foto dan lain sebagainya, untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah.
29

 Metode yang digunakan 

adalah deduktif merupakan analisis yang bertitik tolak pada suatu kaidah 

umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
30

 Operasional 

kualitatif dan metode deduktif dengan menganalisis temuan yang ada di 

lapangan berupa data perkawinan dan wawancara dengan kepala KUA 

lalu dibentuk berdasarkan terori sehingga menjadi sistematis dan udah 

dipahami. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusun memaparkan sistematika pemabahasan dalam penyusunan 

penelitan ini untuk memudahkan, maka penyusun membagi dalam beberapa 

bab agar dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan,dan keteraturan 

sistematika dalammendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan 

yang diteliti. 
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Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm. 210. 

29
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Bab pertama, pendahuluan. Secara umum berisi tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang 

menunjukan bahwa pentingnya implememtasi undang-undang. Telaah pustaka 

yang berisi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019, kerangka teori yang digunakan untuk penganalisa 

permasalahan. Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat 

penelitian, pendekatan yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, 

metode analisa data. Sistematika pembahasan adalah urutan pembahasan yang 

di bahas dalam penelitian ini mengenai Implementasi Ketentuan Batas 

Minimal Usia Perkawinan Di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum perkawinan dan aturan 

mengenai batas minimal usia perkawinan khususnya dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. Pada sub bab pertama membahas tentang pengertian 

perkawinan dari berbagai sumber. Pada sub bab kedua mebahas rukun dan 

syarat perkawinan. Pada sub bab ketiga membahas tujuan dan manfaat 

perkawinan, dengan bersatunya suami dan isteri berusaha mencapai tujuan 

perkawinan dan mendapat manfaat dari perkawinan. Sub bab keempat 

membahas batas minimal usia perkawinan didalam hukum islam dan hukum 

positif di Indonesia. 

Bab ketiga, membahas tentang  praktik pernikahan dini di KUA 

Kecamatan Pejagoan setelah adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019. 

Pada sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Kecamatan 
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Pejagoan yang didalamnya tercantum letak geografis dari KUA Kecamatan 

Pejagoan serta sejarah KUA Kecamatan Pejagoan serta tugas pokok dan 

fungsi KUA. Sub bab kedua membahas hasil dari wawancara terhadap 

narasumber dari adanya peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan 

Pejagoan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.  

Bab keempat, membahas tentang analisis penelitian penulis dari data yang 

telah diperoleh, baik data perimer maupun data sekunder mengenai 

implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas 

minimal usia perkawinan di KUA Kecamatan Pejagoan. 

Bab kelima, merupakan bab penutup penelitian ini yang meliputi 

kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara garis 

besar, penutup dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di 

KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sudah berjalan 

sesuai pedoman perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan 

yang sesuai tersebut tidak lepas dari peran dan fungsi KUA 

Kecamatan Pejagoan yang dilaksanakan dengan maksimal. Namun 

dalam pelaksanaannya terdapat permaslahan pernikahan dini yang  

mengalami kenaikan setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen 

karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga 

pelaksanaan undang-undang tersebut masih belum efektif. 

2. Dampak setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 

2019 Di KUA Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ada dua. 

Pertama, permintaaan pernikahan dini di KUA Kecamatan 

Pejagoan meningkat setelah pemberlakuan Undang-Undang No 16 

Tahun 2019. Kedua, adanya respon negatif dari masyyarakat  
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berupa protes tidak setuju atas pemberlakuan Undang-Undang No 

16 Tahun 2019. 

B. Kritik dan Saran 

Dalam mengimplementasikan peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 

2019 di KUA Kecamatan Pejagoan masih belum optimal karena semenjak 

adanya  peraturan yang baru diberlakukan permintaan pernikahan dibawah 

umur justru semakin meningkat. Perlunya evaluasi dalam sosialisasi dan perlu 

edukasi yang lebih ke orang tua dan juga remaja di lingkungan Kecamatan 

Pejagoan sehingga diharapkan dapat meminimalisir pernikahan dini yang 

semakin meningkat. Namun dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan 

Pejagoan sudah sesuai dengan pedoman yang ada sehingga tidak bertentangan 

syariat islam. 

Pernikahan dini sendiri dapat diminimalisir dengan adanya kerjasama 

dari semua pihak yaitu dari orang tua, masyarakat, serta pihak KUA setempat. 

Orang tua yang memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam masa depan 

anaknya, harus lebih memikirkan kebaikan serta meningkatkan tingkat 

pendidikan anak paling tidak untuk bisa memperbaiki keturunan. Pihak KUA 

lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan 

tanggungjawab orangtua sebelum menikahkan anaknya dibawah umur 19 

tahun dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi. Apabila 

sudah muncul kesadaran dari orangtua, pihak KUA Kecamatan Pejagoan 

dapat menyampaikan maksud serta tujuan dari perubahan Undang-Undang No 
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1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Terakhir pihak 

KUA Kecamatan Pejagoan bisa melakukan pendekatan pada remaja 

Kecamatan Pejagoan sebelum umur 15 tahun. 
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